
-- -----. 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah clan Retribusi Daerah [Lembaran 
Negara Republik Indoneeia Tahun 2009 Norn.or 130, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tuhun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 139, Tambahan Lemberan Negara Republik 
Indonesia Nomor 5058); 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia NomO£ 4932); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negruu Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851 ); 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik. 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Te.mbahan 
Lembaran Negara.Republik Indonesia Nomor 4286): 

bahwa untuk meJaksanakan ketentuan Pa.sal 156 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyedotan Kakus; 

BUPATI PRINGS~WU, 

DENGAN RAHMAT TCHAN YANG MAHA ESA 

RETRIBUSI PENYEOOTAN KAKU~ 

TENTANG 

PERATURAN DAERAll KABUPATEN PRINGSEWU 
NOMOR 02 TAHUN 2017 

PROVINS! LAMPUNG 

BUPATI PRINGSEWU 

SALIN AN 

Mengingat 

. Menirnbang 



11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nurnur 03, 
Tambahan Lanbann Daerah Kabupaten Pringsew u 
Nomor 01); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten 'Pringsewu Nomor fYl 
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Kf,uangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberiao dan Pemanfaatan lnsentif 
Peimmgutan Pajak Daerah dan Retribu$i Daerah 
(l.embaran Negara Republik lnd~ia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah 
(Berita Nepra Republik Indonesia Tahun 2015 
Ne>mur 2036); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258) aebapimana telah 
diubah bebera.pa. kali terakhir dengan Pera.turan 
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembanm Negara 
Republik lndom::sia Tahun 2015 Nomor 290, 
Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia 
Nomor 5772); 

8. Pcratunm Pcmcrintah Nomor 59 Tahun 2005 tcntang 
'PengP.IOIAAn Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomoc 4578); 

,. 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentnng 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebaguimana telah dil.lbah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor :S679J; 



4. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Pringsewu. 

5. Dina.a adAlah Organisasi Perangkat Daenih yang 
membidangi masalah Penyedotan Kakus di wilayah 
Kabupaten Pringsewu. 

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di 
bidang perpajakan daeTah sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang 
m.eliputi pcrseroan terbatas, pcnieroan komanditer, 
peneroan lainnya, badan usaha milik negua atau 
dacrah dengan naina. dan bentuk apa.pun, 
persekutuan, perkumpulan. firma. kong&l, kopcrasi, 
yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana 
pens.iun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha 
lainnya. 

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, 
11d"'"h l'lCbaga.i pembayrn a.las ja.sa at.au pcmbcrian 
din tertentu yang khusus disediakan dan/ata.u 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau badan, 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta "Peninglcat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara. pemerintahan 
daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

RETRIBUSJ TENTANO PERATURAN DAERAH 
PENYEDOTAN KAKUS. 

BUPATI PRINGSEWU 
MEMUTUSKAN: 

dan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKIU.N RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PRlNGSEWU 

Menetapkan 



17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingka.t SSRD, adalah bukti perowyaran atau 
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran 
yang ditunjuk oleh Bupati. 

18. Surat Ketetapan Retnbusi Daerah selanjumya di8ebut 
SKRD adalah surat ket.ctapan yang menentukan 
besarnya j umhili Retribusi yang t.crutang. 

19. Swat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayer yang 
seJanjutnya disingkat SKRDLB adaltth sueru 
kctetapan retribusi yang menentukan jwnlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit 
retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang 
atau tidak seharusnya terutang. 

14 .• Jaaa umum adalah jasa yang di9"diakan atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah Wltuk tujuan 
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati olch orang pribadi a.tau Badan. 

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu 
yang merupakan batas w<tk.Lu bagi Wajib rctribusi 
untuk memanfaatkan jaaa dan peri2inan tertentu deri 
Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan 
menurut pera.turan perudang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungutan atau pemotong retribusi 
tertentu. 

13. Penyedotan Kakus adalah suatu pekcrjaan 
pengambilan tinja. manusia, penainpungan tinja 
manueia ke dalam kendaraan tinja dan selanj1ttnya 
diangkat ke lnstalasi Pengelolahan Lumpur Tinja 
{IPLT). 

9. Retribusi Peny~otan Kakus yang selanjutnya disebut 
ada!ah prmKUtan daerah sehagai Pembayamn atas 
jasa pelayanan Penyedotan kakus oleh Pemerintah 
Daerah untuk kcpentingan orang pribadi atau ba.d~n. 

10. Kendaraan Tinja adalah kendaraan yang berfungsi 
untuk menyedot tinja. 

11. Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya 
disingkat !PLT adalah suatu praearana yang berfungsi 
untuk mengelo)a lumpur tinja clan membuang basil 
olahan yang memenuhi sys.rat ke badan air. 

12. Kakus adalah jamban atau suatu bangUnan yang 
bm-(ungsi mcnampung tinja. manu&ia. 



Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut 
Retribusi atas pelayanan Penyedotan Kakus oleh 
Pemerintah Daerah. 

BASii 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

25. l\:nyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah 
yang selanjutnya disebut penyidilcan adalah 
SCidllg)caian tindakan yang diJakuka.n penyidik 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukli itu membua.t rerang tlndak pidana dlbidang 
retribuei daenlh yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pringsewu. 

24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di 
.lingkungan Pemerintah K.abupaten yang diberi 
wcwcnang olch pcraturan pcrundang-undangan 
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 
Peraturan Daerah. 

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk 
mencari, mengumpulkan dan/atau .keterangan 
lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhen 
kewajiban retribusi dan llntuk tujuan lain dalam 
rangka mel.aksanakan ket.c:ntuan pera.turan 
perundang-undangan perpajakan daerah dan 
retribusi daerah. 

2 l , Surat T11gih11n Rf!t.rihu,;j DAi!rA h y11ng 11elanjut.ny:11 
disingkat STRD adalah swat untuk melakukan 
t.agihan retribusi dan/ at.au sanksi administrasi 
berupa bunga. dan/at.au denda. 

22. Surat .Keputusan Keberatan adalah surat keputusan 
atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 
clan SKRDLD yang cliajukan oleh wajib retribusi. 

20. Surat Penc:laftaran Obyek Retribusi Daerah, yang 
selanjutnya disebut SPdORD adalah aural yang 
dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan 
data obyek retribusi <Ian wajib rettibusi sebagai dasar 
perhitungan clan pembnyonw retribusi yang 
terhut.ang menurut pera.turan perundang-undangan 
Retribusi Daerah, 



(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) diklasiflkasikan dalam fungsi bangunan 
terdiri dari: 
a. bangunan Wltuk fungsi Diaga terdiri dart: 

1. industri; 
2. hotel/restoran; 
a. perkantnran; 
4. pertokoan; 
5. pasar; clan 
6. terminal. 

(11 TingkaJ: penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis 
pe)ayana.n, volume tinja dan jarak antara lokasi 
pelayanan dan lokasi pengolahan tinja. 

BABW 
CARA MENGUKUR TINGKAT 

PENGGUNAAN JASA 

Pual6 

Reuibusi pe)ayanan Penyedotan Kalrus digolonglmn 
clalam jenis Retribusi Jasa Urnum. 

Paaal 5 

BAB III 
GOLONOAN DAN JENIS RETRIBUSI 

Subjck Retribusi adalah orang pribe.di a.tau badan hukum 
yang menggunalcan/menilcmati fasilitas pelayanan 
penyecliaan dan/atau Penyedotan Kakus oleh Pemerintah 
Daerah. 

Pasa14 

{2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana 
dimak3ud pe.da. ayat (1) adalah pclayanan pen)'l:dotan 
kakus yang disediakan, dimiHki dan/atau diln!lola 
oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

(l) Obyek Retribusi Penyedotan Kakus adalah pelayanan 
penyedoton lmkue yang dilakulmn oleh Pemerintah 
Daerah. 

Pasa13 



c, kategorl soslal ctikenakan bittya Rp. 50.000,-/m3• 

(2) Untuk area yang jauh tempatnya lebih dari 10 Km 
dikcnakan tambahan biaya aebagai berikut: 
a. radius 10 sampai dengan 25 Km Rp. 50.000,- 
b. radius 25 sampai dengan 50 Km Rp. 75.000,- 
c. radius lebih dari 50 Km Rp. 100.000,- 

(3) Apabila pelakssnaan penyedotan kakus memerlukan 
penyambungan selang lebih dari 20 meter, maka 
pemakaian harus menambeh biaya seb&gai berikut: 

(1) Struktur besamya tarif retribusi Penyedotan Kakus 
adalah sebagai berilrut: 
a. kategori niaga dikenakan biaya Rp. 75.000,-/m3; 
b. kat.egori non niaga dikenakan biaya Rp. 00.000,-/ 

m3; 

Pasal 8 

(3) Dalam hal penetapan tarif' sepenuhnya 
memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan 
tacif hanya untuk meneutup ecbagian biaya. 

(2) Biaya sebagainuma dimaksud pada ayat 11) meliputi 
biaya operasi dan pemeliharaan. biaya bunga dan 
biaya modal. 

(1) Prin11ip dan sasaran d~lam penetapan tarif retribusi 
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedjaan 
jasa yang bersanglrutan, kemampuan masyarakat , 
aapek keadl!an dan e!ektivi.l.lUJ pengenda1ian ata& 
pelayanan teraebut. 

........ 

Pasal 7 

BABV 
PRINSIP YANG DIJ\NUT D.ALl\M PENETAPAN STRUKTUR 

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

b. bangunan untuk funasi non niaga terdiri dari: 
1. rum.ah tingga]; 
2. asrama; dan 
3. rurnah sakit. 

c. bangunan untuk fungsi sosial. terdiri dari: 
1. rumah ibadah; 
2. gedung sekolah; dan 
3. panti asunan. 



(1) Retribusi yang terurang harus dilatukan secara 
tunai/ lunas. 

(1) PemWlgutan Rctribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
climaksud pada ayat (2) dapa.t berupa karcis, kupon, 
dan kartu langganan. 

(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) disetor secara. brut.o ke kas daerah. 

Po.sal 12 

.Pasal 11 ,,-- 

BABVII 
.. t;N&Nn.JAN PEMBAYARAN, TEMPATPEMBAYARAN, 
ANGSURAN,DANPENUNDAAANPEMBAYARAN 

Retribusi yang t.erutang dipungut di w:ilayah tempat 
pelayanan Penyedotan Kaku.s. 

Pl'l!Mll 10 

BABVI 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

(21 Peninjau tarif retribusi eebagaimana dllnaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks 
barga dan perkembangan perekonomian. 

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

(1) Tarif retribusi ditinjau kenibali paling lama 3 (tiga) 
tahun sekali. 

Paea.l 9 

a. sambungan kurangdari 5 meter Rp.5.000,-/Met.er; 
b. sambungan lebih dari 5 meter s/d 10 meter 

Rp.10.000,-/Meter; 
c, sambungan lebih dari 10 meter s/d 15 meter 

Rp.15.000,-/ Meter; dan 
d, sambungan lebih dari 15 meter Rp.20.000,-/Meter. 



(6) Tata cara Pena~hen dan Penerbitan Surat 
Teguran/Surat Peringatan/Surat Lain yang sejenis 
matur dalam Peraturan Bupati. 

(5) Surat Teguran/Surat Peringa.tan{Sumt 1ain yang 
sejenis ecbagaimana dimaksud pada ayat (1} 
dilreluarlcan oleh Peja.bat yang ditunjuk. 

(3) Pengeluanm SWllL Tcgwan/Peringatan/SW'at lain 
yang sejecis sebagai tindekan awal pela.banaan 
penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 
7 (tujuh) hari aejak ja.tuh tempo pembayaran. 

(4) D&Jam jangka wakW 7 (tgjuh) hari setelah tanggal 
Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang 9Cjenis, 
diterima oleh subyek retribusi, subyek retribusi wajib 
melunasi retribusi yang terhutang. 

(1) Penagihan yang tidak t.erutan& atau ~ k:wan.l 
bayar dilaknkan dengan menggunakan STRD. 

(2) P'et)agib•n rclrih\lm yang terutnng &ebegaimana 
dimalcsud pada aya.t (1) didahului dengan surat 
teguran. 

BAB VIII 
PENAGIHAN 

Pasal 14 

13) Bentuk, ukuran, buku tanda pcmbayaran dan buku 
penerimaan retnbusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) dan ayat (2) diatur dc;ngan Peraturan Bupati. ,- 

t 1) Setiap pembayaran retribusi diberik.an tanda bukti 
pembayaran. 

Pe.aal 13 

12) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat- 
lambetnya 7 ltujuh) bari aejak diterbitkannya. atau 
dokumcn Jain yang dipenamakan dengan SKRD. 

P) Tata cara pembayanm, al\@S\lran clan pembayeran 
retribusi matur dengan Peraturan Bupa.d. 



(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban 
membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan 
retribusi. 

(1) Wajib Retribusi dapat ~jukan kebera.tan hanya 
kepeda Bupsti pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau 
dokwnen lain yang clipcreamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia dengan disertai alasan-aJasan :yang jelas. 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) bulan scjak tanggal SKRD atau 
dolrumen lain yang r.tipersama!can, diterbitlmn, 
kecuali apabila. Wajib Retribu&i tcrlalu dapat 
menunjukan behwa jangka waktu itu tidak dapat 
·dipcm.ibi karcna keadaan diluar kekuasaannya. 

(4) Keada.an dil.uar kekuseeennya aebagaimana 
dimaksud pada ayat (31 adalah suatu keadaan yang 
terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib 
retribusi. 

Pasal 17 

BAB XI 
KEBERATAN 

DalaJn hal Wajib Retril:n.lsi tid.ak membayar tepat 
waktunya atau kurang mcmbayar, clikenakan sankai 
administrasi berupa bunga sebeear 2"A. (dua pel'9en) dari 
aeti&.p bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau 
kurang cbbayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

Pa.sal 16 

BABX 
SANKS! ADMINISTRASI 

adaJab pada saat 
dokumen lain yang 

~) Saat Retribusi terutang 
diterbitkannya SKRD atau 
dipersamakan. 

( l) Masa Retribuai edalah jangka waktu yang 1amanya 
l (satu) buJan kalcnder. 

Pasal 15 

BAB IX 
MASA RETRIBUSI DAN SAAT 
RETRIBUSITERUTANG 



(1) Atas kelebihan pembe.yaran retnl>usi, wajib n:tribusi 
dapat mengajukan permohonan pengembalian 
kepada Bupati. 

('2) Rupati da1arn jangka waktu palin& lama 6 (enam) 
bulan aejak diterbitkannya permohonan kelebihan 
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ban.ls mcmberikan kcputu81Ul. 

13) Apabila jangka waktu aebageimana dimakaud peda 
ayat (2) talah dilampaui dan Bupati tidak 
memberikan suatu kqJuLusan, pennohonan 
pengembalian kelebihan retribuai dianf!B,9p 
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalem 
jangka waktu paling lama. 1 (satu) bulan 

~20 

BABXll 
PENGEMBAIJAN KELEBIHAN PEMBAYARAN .. -, 

(1) Jika penpjuan kebt:ratan dikabulkan sebagjan atau 
seluruhnya, kelebihan pembe.yaran Retribusi 
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 
eet>esar 2."A. (dua penen} sd»•lan atau paling lama 12 
(dua belas) bulan. 

(2) lmbalan bunga ~bagaimana djmahud pada ayat (1) 
dihitung sejak bulan Pelunasan 8aD!ptU dengan 
diterbitknnnya SKRDLB. 

Pasal 19 

U) Bupati dalam jangka waktu piling lama 6 (enam) 
bulan sejak tanggaI surat keberatsn cliterima harus 
memberikan kcputusan atas keberatan yans 
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputuean 
Kebemtan. 

(2) .Ketentuan sc:bagaimana dimaksud pada ayat (ll 
adaJah untulc memberikan kepaatlan hukum bagi 
Wajib Rctribusi, be.hwa keberatan yang diajukan 
harus diberikan keputusan oleh Bupati. 

(3) Keputusan Bupati aras keberaam dap&t berupa 
mcnerima. sclunJhnya atau seOOgian, menolak a.tau 
mf!nambeh besarnya Retribusi yang terhutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana climakaud pub1 
ayat (1) telah lewat clan Bupati tidak memberikan 
suatu keputusan. keberatan yang diaiukan tersebut 
dianggap dikabulkan. 

Pasal 18 



(1) Jnstalasi ~ng meJaksanakan pemungutan rebibusi 
dapat diberikan insentif atas daaar pencapaian 
kinerja tersebut, 

PasaJ :.!2 

BABXIV 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

{2) .Pemberian pengunmgan, Jceringanan dan 
pembebaean Rctribusi aebagaimena dUneksud pada 
ayat (1), dapet diberikan dengan memperhatikan 
kemampuan Wajib Retribusi antara lain unt.uk 
mengangsur karena bencana aJam dan kerusakan. 

(3) Tata cam pemberian pengurangan, .keringanan dan 
pcmbebasan retribsi sebagaimana dimekaud pada 
ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

( 1) Bupati dapat memberikan pcnguranpn, kerinpnan 
dan pembebe.san retribusi. 

Pasal 21 

BABXID 
t>.ENGURANGAN, KERINGANAN DAN 

PEMBEBASAN RETRIBUSI 

f7) Ta.ta cara pengembalian kelebihan pembayaran 
Retribusi sebagaimana dimakaud pada ayat (1) diatur 
denpn Peraturan Bupati. 

,-.. 

{6) Jika pengambilan kelebihan pembayaran retribuai 
dilakuJam setelah lewat jangka waJctu 2 (dua) bulan, 
Bupati memberika.n imbalan buoga sebesar 2% (dua 
penM1n) scbulan ataa keterlambatan pembayaran 
kelebihan retribuai. 

(5) Pengembalian lrelebihan pembayaran retribusi 
sebagaimana djmaksud pada ayat (lJ di.lakukan 
dalam jangka waktu paling lama. 2 (dua) bulan sejak 
ditcrbitkanny~ SKRDLB. 

(4) Apabila Wajlb Reuibusi mempwtyll.i utang retribuei 
lninnya, kelebihan pembayaran retribusi 
sebapimana rJUnaksud J)6da ayat (l) langsung 
diperhitungkan untuk mehmasi kelebihan terdahulu 
ut.ang retribUsi tersebut. 



(2) Puiyidik aebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
p-Jabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingirungan 
Pemerint:ah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai ketentuan .Peraturan Perundang- 
Undangan. 

(3) Wewenang penyidik aebagaimana climeksud pad.a 
ayat (1) adalah: 
a. menerima. mencari, mcngumpulkan daD meneliti 

keteranpn atau Japoran berkenaan dengan tindak 
pidana dibidan& relribusi agar keterangan atau 
laporan tenebut m.enjadi Jebih lengkap dan jelas; 

11) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia 
Pcjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan 
Pemerintah Dacrah diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk mehikukw1 penyelidikan tidak pidana 
di bida.ng retribusi d.aerah sebegaimana di1TU11ktmd 
deism Undang.-Undang Hukum Acara Pidana yang 
berlaku. 

l'asal24 

BABXVI 
PENYIDIKAN 

l3) Denda sebagaimalla dlmaksud pada ayat (1) 
mcrupakan penerimaan negara. 

BAB XV 
INSENTIF PEMUNGUTAN 
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(1) Wajib retribusi yang ticlak melaksanakan 
kewajibannya sehingga men1gi!mn keuaDgan daerah 
di.tuu:iun pidana kwunga.n paling lama 3 (tiga) bulan 
atau denda paling bl\nyak 3 (tiga} kali jumlah 
retribuai terutang yang tidak atau kurang bayar. 

(2) Tindak pidana acbagainuuta dimak8ud pada ayat (l} 
adelah pelanggaran. 

(2) Pembcrian insent.if scbagaimana. dimaksud pada 
ayat (I) ditetaplcan melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerab. 

(3) Tat.a cara pebayaran pengurangon, keringanan dan 
t-nhehaaan retribuai aehapimana dimak.aud pada 
ayat {l) diatur denpn Peratwan Bupati yang 
berpedoman pe.da Peraturan Daerah. 



11) Hak untuk melakukan penagihan mribusi 
dinyatakan kadaluwarea setelah melampaui 3 (tigal 
tahun terhitung sejak saat terhutangnya RetrtbUsi. 
kccu.ali apabila Wajib Retribuei melakukan tindak 
pidana dibidang retribusi. 
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b. mc:neliti. mencari dan mengumpu]kan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan t.entang 
kebena.ran perbuamn )'llllg di!Hkuk»n sehubungi.tn 
dengan tindak pidana dibidang retribu9i daerah; 

c, memmta ket.erangan dan baban bukti dari orang 
pn"badi atau bad.an aehubungan dengan tidak 
pidana dibidang retribus.i; 

d, memeriksa buku-buku, catatan-catatan clan 
dolrumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi; 

e, melakeonakan pensgeledahan untuk 
mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokwnen-dokwnm lain, serta 
melakukan penyit.aan terhadap balum bukti 
tersebut; 

r. meminta bantuan tcnaga ahli dalain rangka 
pelaksuaan tugas penyelidik.Qn tidak pidana 
dibidang retribusi daerah; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau t.empat pada saat 
pcmerilaaan sedang berlangaung dan memerikaa 
identit.u orang mm/ at.au dokwnen yang clibo.wci; 

h. memutrel seseoraog yang bcrkaitan dengan tindak 
pidana retribuai daerah; 

i, mCl'l.Ulllgil orang untuk didengar keterangan dan 
dipcrik.sa sebagai teraangka dan sanksi; 

j. rnenghenrikan pr.nyidilcan; dan 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pjdana dibidang 
retribusi daera.h sesuai ketcntuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4} Penyidikan a<'bapimana dimakaud pada ayat (1) 
memberitahukan dimuJainya penyidikan clan 
menyampaikan ha8il penyidikannya kepada Penuntut 
Umum mulai mela.kulmn Penyidik:an Pejabet Polisi 
Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketmtuan 
yang dia.tur dalmn Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana yang berlaku. 

BAB XVII 
KADAUJWARSA PENAGIHAN 



Pad&. saat Peratumn Daerah ini berlalc:u, Retribusi yang 
masih terutang beniasarkan Peraturan Daerah yang lain, 
sepanjang tidak diatur chi)am ~turaD Daerah ini masib 
dapat dif.agih aelama jangka waktu 3 [dga) tahun 
tcrhitung sejak aaa.t terutang retribuei, kecuali jika wajib 
~trihu1ti melalrukan tindak pidana dibidang retribusi. 
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BABXVUI 
KETENTUAN PERAUHAN 

(2) Bupati menetapkiui keputusan pcngbapuaan piutang 
retribusri yang sudah kadaluwwsa -.hagaimana 
dhnabud pada ayat(l). 

13) Tata cara penghapusan piutang reuibusi yang sudah 
kacfaluwane diaftlr denpn Peraturan BUJ>Qti. 
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(1) Piutang rctribwsi yang tidak mungkin ditagih logi. 
karena hak untuk melakukan penaZhan sudah 
kadaluwarsa dapat dihapus. 

(2) KadaluwaniB penagihan retribuai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l} tertaJlggub apabila: 
a. clit.erbit.kannya Surat Teguran atau Surat Paksa; 

dan 
b. Ilda. penpJruan utang retribusi dan wajib retribusi 

bajk .langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalaln hat cliterbitkan Surat Teguran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa 
penagihan d.ihimng sejak tanggal diterimanya Suntt 
Tegunm tersebut. 

(4) Pengakuan utang retribusi seeara langsung 
111ehageimena cfunaksud peda Clyat 12) huruf b adalah 
Wajib Retnbusi denpn lceaadarannya menyatakan 
maaih meinpunyai utang Ret:ribusi clan belurn 
meluna.sinya. kcpada Pemerintah Daerab. 

(5) Pengakwm utang Retribusi secara. tidak langsung 
sebagaimana dimekaud pada ayat (2) huruf b dapat 
dilretahui dari pengajuan permohonan angsuran dan 
penundaan pcmba.yaran dan pcrmohonan keberatan 
oleh wajib Retribusi. 

, ...... 



Sesuai dengan Aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hokum 

Sekretariat Daerah Kabup ten Pringsewu, 

LEMBARAN DAERA.H KABUPATEN PRINGSEWUTAHUN 2017 NOMOR 02 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINOSEWU 
PROVINSI LAMPUHG: 

,,..-... -. 

A. BUDIMAN PM 

dto 

Diundangkan di Pring$ewu 
pada tanggal 24 Mei 20f7 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU. 

YUDA SETIAWAN 

Ditetapkan di Pringscwu 
pada tanggal 1 s J.~e i 2017 ~ 

PENJABAT BUPATI PRINQSEWU. 

Agar sctiap orang mengetahuinya.~ memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah im dengan 
penempatannya deism Lembaran Daerah Kabupaten 
Pringsewu. 

Peraturan Da.erah ini mulai berlaku pad.a tanggal 
d.iundangkan. 
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BABXIX 
KETEN1UAN PENUTUP 
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